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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR     10     TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIII 

DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN 

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 44 KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan pelaksanaan 

kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga  ke 44 di Kabupaten Malang, maka 

perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII dan Hari 

Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  

ke 44 Kabupaten Malang Tahun 2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2.  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5080); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014     

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014              

Nomor 2 Seri C); 

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 

Nomor 28/D); 

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2011 Nomor 12 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BULAN 

BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIII DAN HARI 

KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN 

KELUARGA KE 44 KABUPATEN MALANG TAHUN 2016. 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Petunjuk Teknis Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII dan Hari Kesatuan 

Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke 44 

Kabupaten Malang Tahun 2015. 

 

Pasal 2 

 

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 
Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal  4 Mei  2016 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 
H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal   4  Mei  2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

Ttd. 

 

ABDUL MALIK 

  

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor     6    Seri   D 

 

 

 

 

 

 

 

 


